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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Perseroan Terbatas
1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia.  Jamin Ginting menyebutkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal yang diambil dan dimilikinya. Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut naamloze vennootschap dan dalam bahasa Inggris disebut company limited by shares. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Perseroan adalah perusahaan badan hukum.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yag paling disukai saat ini.

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan.
 Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah Naamloze Vennotschap disingkat NV. Singkatannya juga lama digunakan di indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau Societe Anonyme yang secara harfiah artinya Perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT. Itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan dari perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya.
 Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Anisitus Amanat menyebutkab bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah sahamatau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbataspada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. 

Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas  terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka unsur-unsur Perseroan Terbatas yaitu:

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;

b. Didirikan berdasarkan perjanjian;

c. Melakukan kegiatan usaha;

d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;

e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Seperti yang disebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Kemudian disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat yang di tetapkan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas penjanjian lainnya.
 Menurut Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian adalah :
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikarr berdasaikan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kenyataan kemasyaratan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (legal person). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiaban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum.

Rachadi Usman menyebutkan bahwa sebagai badan hukum atau  artificial person, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuaan hukum  melalui wakilnya. Untuk itu ada yang disebut agen yaitu orang yang mewakili peeseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu perseroa juga merupakan subjek hukum mandiri atau  personastandi in judicio, dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person atau  naturlijke persoon,  dapat menggugat atapun digugat, bias membuat keputusan dan bias mempunyak hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.
 

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut; 
g. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;
2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan atau disetor.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian persero melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. 
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Sebagai asosiasi modal; 

b. Kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; 

c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada nilai saham yang disetorkan; 

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi;

e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 

f. Kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2. Organ Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan tempat berkumpulnya atau forum para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya sehingga penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan.

RUPS sebagai organ yang memiliki peran yang luas dalam Perseroan Terbatas sebagai pembuat kebijakan atau keputusan yang dapat memutuskan jalan atau bubarnya suatu perseroan dan yang dapat mengangkat atau memberhentikan organ lainnya (direksi dan/atau komisaris), serta yang dapat meminta pertanggung jawaban organ lain (direksi dan/atau komisaris).

2. Direksi

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas adalah direksi, disebut cukup penting karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Peran direksi  terhadap perseroan begitu besar sebab yang membuat perseroan tetap eksis, berkembang dan menjadi perusahaan besar bkanlah RUPS yang tercermin dalam keputusannya atau komisaris yang bertugas sebagai  pengawas melainkan direksi.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan pada prinsipnya direksi mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu : 

a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas untuk memimpin dan menjalankan perusahaan.

b. Fungsi representatif atau perwakilan, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
Kewenangan yang luas direksi karena kedudukannya sebagai organ yang dipercaya untuk mengelola perseroan tersebut harus diawasi dengan pranata-pranata yang mengawasi agar direksi tersebut tidak melakukan perbuatan yang merugikan perseroan secara keseluruhan, prana tersebut berupa: 

a. Duty of loyality good faith, yakni, Direksi harus bertindak untuk kepentingan perseroan dan dengan itikad baik. 

b. Duty of Care and skill, yakni, Direksi adalah agen perseroan dalam mencapai kepentingan dan tujuan perseroan.

Duty of loyality good faith dan duty of care and skill inilah dalam sistem Common law dikenal dengan istilah fiduciary duty yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul karena direksi merupakan organ yang dipercaya penuh mengelola perseroan dan dalam menjalankan tugas fiduciary duties, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut : 

a. Dilakukan dengan itikad baik; 

b. Dilakukan dengan proper purposes; 

c. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (unfettered discretion); 

d. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and Intertest).
Dengan demikian itikad baik pada direksi mengandung suatu kewajiban bagi direksi untuk senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, serta tidak memanfaatkan kedudukannya yang strategis tersebut untuk memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari perseroan secara tidak adil, serta menghindari benturan kepentingan antara kepentingan pribadi direksi dengan kepentingan perseroan.

Secara teoritis prinsip pengelolaan yakni :

a. Prinsip kolegial, menurut prinsip ini kedudukan para direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi Presiden Direktur (presdir), perbedaannya hanya terletak pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
b. Prinsip direktorat, menurut prinsip ini, seorang direktur menjadi presiden direktur atau direktur utama , sedangkan direktur lainnya berada dibawahnya dan bertanggung jawab kepadanya.
Seorang menjadi anggota direksi harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, kecakapan tersebut tidak hanya cakap sebagai subjek hukum, namun cakap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus perseroan. Sesuai dengan perkembangan diperlukan kemampuan bagi orang-orang yang menjadi pengurus perseroan terbatas, sebagai contoh bahwa perseroan yang mengalami kerugian karena ketidakmampuan ataupun ketidakcakapan pengurusnya, maka para pengurus tersebut harus bertanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadinya.
 Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, diantaranya:

a. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (breach of duty); 
b. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (omission of duty ); 
c. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (misstatement); 

d. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (misleading statement); 
e. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi; 

f. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (breach of warranty or Authority commitment.
Adapun untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi direksi, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan syaratnya yakni:, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

a. Dinyatakan pailit; 

b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan

3. Komisaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris atau sering jaga disebut dewan komisaris (Raad van Commissarissen, bld; Board of Commissioner/Board of Supervisory Directors, Ing;).
 Pada awalnya lembaga komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan sehari-hari, tetapi dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep yakni, tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, tetapi mandiri dalam arti kata memang merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha.
Komisaris sebagai pengawas dan penasehat direksi, menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selain berwenang memberhentikan sementara anggota direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi yang berhalangan tersebut.

Komisaris dalam menjalankan tugas berkewajiban :

a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi; 

b. Mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan persero; 

c. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja persero; 

d. Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kepengurusan persero; 

e. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar persero.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.

Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan.

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalakan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan  dengan anggaran dasar. Maksud dan tujuan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek yaitu:

1. Maksud dan tujuan ini merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan;

2. Menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan apabila terpenuhi salah satu atau lebih kritera di bawah ini:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;

2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;

3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan.

Mendirikan Perseroan Terbatas, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendirian perseroan dinyatakan dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus Anggaran Dasar yang telah disepakati yang dibuat Notaris dalam bahasa Indonesia. 

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Berarti setelah diperolehnya status badan hukum, perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara pendiri tidak lagi merupakan hubungan kontraktual dan pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. 

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Pengesahan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima atau dalam hal permohonan ditolak dalam jangka waktu yang sama harus diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Akta pendirian selain memuat anggaran dasar yang telah diperjanjikan harus dimuat pula keterangan mengenai: 

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. 

2. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat.

3. Pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. 

Prosedur dan ketentuan pendaftaran perusahaan bagi PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah : 

a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 

c. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 

d. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

e. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. 
B. Gambaran Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan notaris, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.

Notaris adalah penjabat umum, khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untukk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse  (salinan sahih), salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada penjabat-penjabat atau orang-orang lain.

Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundangundangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang bcrwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini." 

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian. Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

Pasal 36 UUJN diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN tersebut. Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. 

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang ada di seluruh dunia, yang pada tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 1989 mengadakan kongresnya yang ke-19 di Amsterdam Belanda. Meskipun lembaga notariat berada di seluruh dunia, tetapi ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan Iembaga notariat yang lain, karena lembaga notariat yang menganut civil law sistem akan berbeda-beda dengan lembaga notariat dari kelompok yang mengikuti common law sistem. Begitu pula negara-negara yang tergabung dalam negara komunis, Asia dan Afrika. 
Kelompok negara yang menganut civil law sistem adalah negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swis, Skandanavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut common law, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan kelompok negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia, dan Yugoslavia. Untuk kelompok notariat negara-negara Asia dan Afrika, yaitu Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Sri Lanka, India, dan Korea Selatan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. Notariat fonctionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam notariat fonctionnel ini terdapat pemisahan keras antara wettelijk dan niet wettelijke werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

2. Notariat professionnel, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori Izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (rechtelijke macht), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.

Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia/Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pertama bagi para notaris Indonesia tertanggal 16 juni 1635, yang mana pada saat itu peraturan tersebut masih bersifat instruksi atau petunjuk syarat jabatan, yang isinya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa para notaris paling sedikit harus memiliki pengetahuan tentang hukum dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda.

b. Bahwa para notaris harus diuji terlebih dahulu.

c. Bahwa para notaris harus memberi jaminan agar ia tidak akan melakukan kesalahan dan kealpaan.

d. Bahwa para notaris harus membuat protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkan kepada ketua pengadilan dikota yang bersangkutan.

e. Bahwa tanpa pilih bulu para notaris harus menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir miskin secara gratis dan prodeo.
f. Bahwa para notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan seperti barang, uang dan lain sebagainya.

g. Bahwa para notaris akan memegang rahasia jabatan mereka.

h. Bahwa para notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan atau yang menyangkut pribadinya.

i. Bahwa para notaris tidak akan mengeluarkan salinan akta selain kepada yang berkepentingan.

j. Bahwa para notaris harus diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:
a. Warga negara Indonesia

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan notaris.

2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta.

Pengertian tanggungjawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggungjawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggungjawab bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggungjawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya).

Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. 

Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pirbadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas

Tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:

a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan 

b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya

c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya 

d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.

f. Secara sadar selalu berusahan untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.

g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya

Tanggungjawab notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada :

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Notaris pada proses pembuatan akta bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah beroepsfout ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahankesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.

Adapun tanggung jawab notaris itu dapat bersumber dari:

a. Hukum perdata

b. Hukum fiskal

c. Hukum pidana

d. Hukum notariat

Tanggung jawab dari yang satu pada hakekatnya tidak mengecualikan tanggung jawab dari yang lain. Bahkan sebaliknya, banyak tindakan hukum atau kelalaian yang dapat menimbulkan tuntutan perdata disebabkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), juga dapat memberikan alasan untuk memperlakukan ketentuan pada Peraturan Jabatan Notaris atau tindakan dari segi hukum pidana.

Hal tersebut di atas juga dapat diberlakukan terhadap kesalahan  atau perbuatan melawan hukum maupun kelalaian yang dilakukan oleh seorang notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya di dalam pembuatan suatu akta yang isinya tidak sesuai dengan keinginan para pihak.

Notaris selain bertanggungjawab perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat dikenakan tanggung jawab yang lain, apakah itu tanggung jawab pidana atau tanggung jawab yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN.

Tanggung jawab perdata praktis adalah yang terberat. Dikatakan demikian karena tuntutan pidana yang sifatnya berat, harus ada kesalahan yang sungguh-sungguh berat. Akan tetapi tuntutan perdata, dimana dapat menyangkut jumlah-jumlah besar, dapat terjadi disebabkan kesalahan, yang sebenarnya merupakan kesalahan yang belum begitu dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris.

Menurut Pasal 60 UUJN, para notaris bertanggung jawab terhadap para yang bersangkutan mengenai isi akta yang dibuatnya, dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam hal, dimana itu ditetapkan secara tegas dalam Peraturan Jabatan Notaris.

b. Apabila suatu akta, karena adanya cacad dalam bentuk, hanya merupakan sebagai suatu akta yang dibuat dibawah tangan.

c. Dalam semua hal, dimana menurut pasal-pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat membayar kewajiban untuk membayar ganti rugi.
 

Di dalam peraturan Jabatan Notaris tentang bentuk tanggung jawab dari seorang notaris tentang bentuk tanggung jawab dari seorang notaris itu sendiri sudah ada diatur di beberapa pasal, akan tetapi bentuk tanggung jawab notaris yang berupa membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan atau dalam hal ini adalah para pihak atau klien hanya diatur di dalam Pasal 18 dan Pasal 23 UUJN

�Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017, h.42.


� I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas UU No. 1 Tahun 1995, Kesaint Blanc, Jakarta, 2020, h. 1


� Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 1


� Abdulkadir Muhammad, Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 5


� Anisitus Amanat,  Pembahasan UU Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.17.


� Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djambatan, Jakarta, 2016, h.2.


� Ibid, h. 3.


�Rachadi Usman, Rachadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni, Bandung,  2017, h.50.


�Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.18.  


�Ibid, h.21.


�Sentosa Sembiring, Hukum Perseroan Terbatas Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h.43.  


�Munir Fuady, Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.82.  


�Sentosa Sembiring, Op.Cit, h.44.


�Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h.121.  


�Munir Fuady, Op.Cit, h.83.


� Gunawan Widjaya, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT, Forum Sahabat, Jakarta, 2018, h. 74  


� Sentosa Sembiring, Op.Cit, h.37.  


� Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, Mandar Maju, Bandung, 2018, h.34  


� Adrian Sutedi, Op.Cit, h.102  


�Sentosa Sembiring, Op.Cit, h.38.  


� Ibid.


�Ibid, h.39.


�Jamin Ginting, Op.Cit, h.16.


�Ibid, h.17.


�Ibid, h.18.


�Adrian Sutedi, Op.Cit, h.129.  


�Ibid, h.130.


�Ibid, h.131.


� Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  Durat Bahagia, Jakarta, 2015, h. 59.


� R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.13


� Ibid, h. 41


� Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum Dan Etika,  UII Press, Yogyakarta, 2019, h. 194


� R. Soegondo Notodisoerjo, Op.Cit, h.117.


� Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 84


� Suparman Usman, Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2018, h. 127


� Wahyu Wiriadinata, Moral dan Etika Penegank Hukum, Vilawa, Bandung,  2013, h.108


� Sjaifuracchman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung, Mandar Maju, 2011, h. 173


� R. Soegondo Notodisoerjo.,Op.Cit,  h.63





PAGE  

